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ABSTRAK 
M. AGUNG ASHARI R. (B11111310), PERANAN PIHAK KEPOLISIAN 
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
KEKERASAN (Studi Kasus Geng Motor Di Kota Makassar Tahun 
2014), Dibimbing oleh bapak Said Karim sebagai Pembimbing I dan 
bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan 
menganalisis peranan Pihak Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota 
Makassar dan menganalisis kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian 
dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang 
dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di 
POLRESTABES Kota Makassar penulis memilih lokasi penelitian dengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan 
ditelliti dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, 
pendapat ataupun  penemuan-penemuan yang berhubungan dengan 
pokok permasalahan. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu peran polisi 
dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik 
secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian 
melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti 
operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol 
rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan 
secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam 
menjatuhkan sanksi pidana. Kurangnya sistem keamanan di gedung-
gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran 
tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor 
kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV ditempat kejadian 
juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku 
kejahatan. Selain itu Minimnya anggaran biaya operasional merupakan 
hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam 
melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga 
menghambat kerja polisi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, 
tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang 
diduga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. 
Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan di temui di masyarakat 
pada setiap saat maupun pada semua tempat.Para pelaku kejahatan 
selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang 
memungkinkan untuk menjalani aksinya.Tujuan yang mereka ingin capai 
hantasat yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan 
kejahatannya. 
Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya di lakukan pelaku 
kejahatan karena di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan 
kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.Kemajuan ilmu pengetahuan 
dan tehnologi yang tinggi memeberi peluang tindak kejahan makin tinggi 
volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidan yang 
makin bervariasi.Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana 
demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang 
menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit 
dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh 
aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan 
penegkalan yang tempat guna, sesuai hukum yang berlaku yang 
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dampakya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak 
pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan 
undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan 
masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran 
hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun 
materil bahkan jiwa seseorang. 
Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan 
hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti 
sekarang, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam 
kehidupan tersebut.Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta 
munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat 
tersebut.Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk 
diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap 
terjaga dan terpelihara. 
Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara 
anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.Pergaulan 
tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat 
menggerakkan peristiwa hukum. 
Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya 
motif kejahatan dan tindak pidanan yang terjadi saat ini.Dari sekian 
banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu yang cukup 
banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh 
geng motor. 
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Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari 
norma pegaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah 
sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan 
korbannya adalah anggota masyarakat juga.  
Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda 
bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga 
kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah 
kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, 
karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban 
umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia 
sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk 
mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu 
fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam 
masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan 
hidup tersebut.Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan 
pelengkap kejahatan itu sendiri. 
Tindak Pidana Pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain 
tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau 
pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan  sesuai 
yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan 
seperti yang ditentukan dalam pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian 
dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak  
pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan pasal 365 
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ditambah dengan tindak pidana pecurian dengan pemberatan sesuai 
ketentuan pasal  365 KUHP, dimasukkan kedalam gequalificeerde diefstal 
atau pencurian yangdikualifikasikan oleh akibatnya. Didalam penulisan ini, 
fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian  khusus yang diatur 
dalam pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada 
pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang  atau 
orang  lain yang diserahi pemilik sebelum dan sesudah perbuatan 
pencurian (dengan  kekerasan)  tersebut dilakukan. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun 
tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
hanya memebrikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap 
sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. 
Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, 
namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa geng motor adalah 
sekumpulan orang atau sekelompok yang menggunakan motor sebagai 
pemersatunya dan biasa mengarah ke hal-hal negatif. 
Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang 
biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor 
memeang semakin banyak meresahkan masyarkat, karena tindakan-
tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu 
ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah 
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berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, 
pengrusakan, penganiayaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan. 
Terkhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang semakin 
beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin 
banyaknya geng motor di wilayah Kota Makassar. Hal ii tentunya harus 
segera mendapat perhatian serius, karena jika kita meliahat yang terjadi di 
Kota Bandung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu kewaktu 
semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilkukan oleh geng 
motor yang pada akhinya semakin meresahkan masyarakat, maka 
sebelum hal-hal terbut terjadi di Kota Makassar harus segara di temukan 
solusi efektif guna pemberantasannya. 
Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam 
penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam 
membrantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat 
pada umumnya dan korban pada khususnya.Penanggulangan kejahatan 
tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif 
(penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika 
kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana 
terebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. 
Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak 
pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan 
solusi efektif untuk menanggulangi dan membrantas atau paling tidak 
meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor 
guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah 
masyarakat. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Peranan Pihak 
Kepolisian Dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan (Studi Kasus Geng Motor Di Kota Makassar)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahn sebagai berikut : 
1. Bagaimana peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota 
Makassar? 
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh geng 
motor di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendakdicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pihak Kepolisian 
dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pihak 
Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapakan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pada 
umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. 
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam 
menangani kasus-kasus pencurian yang dilakuakan dengan 
kekarasan oleh Geng Motor di kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian 
tindak pidana atau istilah istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah 
“Strafbaar Feit”.Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku 
istilah tersebut disebutkansebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana 
atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-
undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian instilah tindak 
pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah 
yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakam oleh; 
1. Moeljatno (P.A.F Lamintang  2011 : 54) 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum,larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-
unsur tindak pidana: 
a. Perbuatan manusia 
b. Memenuhi rumusan undang-undang 
c. Bersifat melawan hukum. 
2. Simons (P.A.F Lamintang  2011 : 56) 
Strafbaar feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan 
pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. Unsur-unsur tidak pidana: 
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a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 
peruatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu 
b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya 
kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan 
dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan. 
3. Van Hamel (P.A.F Lamintang  2011 : 57) 
Strafbaar feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang 
dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (Staff Waarding) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-
unsur tindak pidana: 
a. Perbuatan Manusia 
b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang 
c. Dilakukan dengan kesalahan 
d. Patut dipidana. 
4. Pompe (P.A.F Lamintang  2011 : 91) 
Pengertian strafbaar feit dibedakan antara definisi yang bersifat 
teoristis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut teori: strafbaar feit 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam  dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum. Menurut Undang-Undang/Hukum positif strafbaar feit adalah 
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suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
5. Jonkers (P.A.F Lamintang  2011 : 92) 
Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti 
pendek dan arti panjang. Arti Pendek, Strafbaar Feit adalah suatu 
kejadian (Feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti 
Panjang, Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
6. VOS (P.A.F Lamintang  2011 : 92) 
Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana 
oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada 
umumnya dilarang dengan ancaman pidana. 
7. Soedarto (P.A.F Lamintang  2011 : 50) 
Beliau menyebut Strafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang. 
b. Bersifat melawan hukum. 
c. Dilakukan oleh orang yang ampu bertanggung jwab dengan 
kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun 
kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf. 
 
 
 
11 
Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Abdoel Djamali (2006 : 175) Unsur-unsur Tindak Pidana 
adalah sebagai berikut: 
1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 
hukum dan mengindahkan akbat yang oleh hukum dilarang dengan 
ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif 
disini adalah tindakannya. 
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dihendaki 
oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang). 
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratansupaya dapat 
diyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamal (2006 : 175), 
syarat-syarat yang harus dipenuhiialah sebagai berikut: 
1. Harus adanya suatu perbuatan. 
2. Perbuatan itu haru sesuai deangan apa yang dilukiskan dalam 
ketentuan hukum : 
a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
b. Harus berlawanan dengan hukum. 
c. Harus tersedia ancaman hukumnya. 
 
Jadi secara keseluruhan, Tindak pidana merupakan suatu 
kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut: 
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1. Perbuatan anti sosil yang melanggar hukum atau undang-undang 
pada suau waktu tertentu. 
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial 
yang sengaja, merugikan, serta menggangu ketertiban umum, 
perbuatan mana dapat dihukum oleh negara. 
 
B. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, 
yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa 
yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain 
sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat 
menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
Kejahatan merupakan perbuatn anti-sosial yang secara sadar 
mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian 
sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) 
mengenai kejahatan. Menurut Sue Titus Reid (Soerjono Soekanto 1981 : 
22) bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang 
perlu di perhatikan yaitu: 
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1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini 
seseorang tindak dapat dihukum hanya karna 
pikirannya.melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam 
bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan 
kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak 
dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat; 
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana; 
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan 
pembenaran yang diakui secara hukum; 
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dan 
pelanggaran. 
Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan 
manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang 
mempunyai kekuasaan dan wewenang. Gejala yang dinamakan kejahatan 
pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosisal antara 
bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang 
memang mlakukan kejahatan. 
Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara 
karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap 
perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya 
pamungkas.Pendapat tentang kejahatan diatas tertampung dalam suatu 
ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan 
cabang ilmu pngetahuan yang muncul abad ke-19 yang pada intinya 
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merupakan ilmu pengertahuan yang mempelajari sebab musabab dari 
kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa (2007 : 10) : Kriminolgi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan yang betujuan untuk memperoleh perbuatan dan 
pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa 
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keeragaman, pola-
pola dan faktor-faktor kusal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.  
Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminolgi dikarenakan 
faktor-faktor biologis (kejahatan karena bakat yang diperoleh sejak lahir) 
dan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkunagan 
masyarakat). 
1. Teori kejahatan dan Perspektif Biologis (Laden Marpaung 2011 : 37) 
Cesare Lambroso dengan bukunya yang berjudul L’huomo deliquente 
(the criminal man) menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe 
keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. 
Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk 
kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso tentang 
born criminal menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk 
yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek monyang 
mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding 
mereka yang bukan penjahat. Berdasarkan penelitiannya Lambroso 
mengklasifikasiakn penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu: 
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a. Born criminal yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat 
menjadi penjahat; 
b. Insane criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam 
kelompok idiot dan paranoid; 
c. Occasional criminal atau crimnaloid yaitu pelaku kejahatan 
berdasarakan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya; 
d. Criminal of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakan karena marah, cinta atau kehormatan. 
Disamping teori biolgi Lambroso (Laden Marpaung 2011 : 25), 
terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu 
penjahat, antara lain: 
1. Teori Psikis 
Dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan 
seeorang saran yang digunkan adalah tes-tes mental seperti tes 
IQ.Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang 
diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati 
anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata 
hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang 
diadopsi atau anak-anak angkat. 
2. Teori Psikopati 
Bebeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelejensia 
ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencaro sebab-sebab 
kejahatn dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini 
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terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatn yang telah 
diperbuatnya sebagai akbiat gangguan jiwanya. Teori bahwa kejahatan 
sebagai ganguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk 
menjelaskan beberapa pelaku yang dikategorikan sebagai crime 
without victim (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, 
gelandangan, perjudian, prostitusi,penggunaan obat bius. 
3. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiolgis 
Secara sosiologis menurut (Laden Marpaung 2011 : 57)kejahatan 
merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. 
Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-
ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam 
ingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori 
sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosisal. Teori-teori ini dapat di 
kelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum  yaitu: strain, cultural 
deviance (penyimpangan budaya), social control (control sosial).Teori 
strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial 
mempunyai pendekatan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga 
sosial membuat aturan-aturanya efektif. 
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C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana 
Pencurian  Dengan Kekerasan 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa rumusan penelitian tindak 
pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “Straftbaar 
Feit”.Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut 
diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat 
apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang 
sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak 
pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut : 
 
1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 
Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang 
dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang 
mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang 
lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, 
dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau 
dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah.  
Dari pengertian padal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini alah 
sebagai berikut : 
a. Tindakan yang dilakukan adalah “Mengambil” 
R. Soesilo (1991 : 249) mengartikan sebagai berikut : mengambil 
untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan 
dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, 
18 
memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang 
itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. 
 
b. Sesuatu yang diambil adalah “Barang” 
Barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak 
yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika 
tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal bahwa seseorang akan 
membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya 
bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. 
 
c. Status barang itu “Sebagian atau Seluruhnya Menjadi Milik Orang Lain” 
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang 
lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, 
dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu 
miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. 
 
d. Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan 
melawan hukum (melawan hukum) 
Maksudnya memliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap 
barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah 
bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata 
tergantung kepada kemauannya. 
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2. Pencurian dengan Pemberatan 
Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman 
hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, 
sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : 
(1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” : 
1) Pencurian ternak. 
2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau 
bahaya perang. 
3) Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang 
yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak. 
4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 
5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan 
atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan 
jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterankan dalam No. 3 disertai dengan salah satu 
hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara 
selama-lamanya Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah 
pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 
363 KUHP. 
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1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan 
hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah 
biak”.Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar 
pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting 
atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-
hari. 
2) Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 
KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada 
keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan 
barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang 
yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam 
keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. 
Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus 
ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar 
tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam 
pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena 
pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan 
kesempatan ini. 
3) Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan 
dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Malam berarti waktu 
antara matahari terbenam dengan matahari terbit”. Sedang yang 
dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk 
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didiami siang dan malam artinya : “Untuk tidur dan sebagainya”. 
Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak 
termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami 
siang dan malam termsuk dalam pengertian rumah. Sedangkan 
pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak 
berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah 
dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian 
itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa 
dimasukkan pengertian pakaian palsu. 
 
3. Pencurian Ringan 
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya 
saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang 
penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri 
tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada 
rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian 
ringan dijelaskan pada Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang 
tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak 
lebih dua ratus lima puluh ribu rupiah dipida karena pencurian 
ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau 
sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. 
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Sesuai dengan perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman 
penjaranya jjuga ringan dibanding dengan jenis pencurian lain. Seperti 
diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman selama-
lamanya 3 bulan dan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah. 
 
4. Pencurian dengan Kekerasan 
Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan 
waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, 
sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi.Sehingga 
penangannya pun relative lebih sulit dibandingkan dengan penanganan 
terjadap pola kejahatan tradisional.Pola-pola kejahatan setiap saat 
mengalami perubahan dtiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke 
modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, 
khusus jenis kejahatan Curras (Pencurian Dengan Kekerasan) perubahan 
pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut:  
1. Modus Operandi 
Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative 
lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi 
terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.  
Contoh : Saat mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau 
menitipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan 
antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan 
korban yang akan meyetorkan uang, sehingga mengelabuhi korban 
maupun masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. 
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2. Waktu 
Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan 
dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan 
waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktivitas sedang berjalan, 
namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu 
diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga 
kesigapan dari petugas maupun korban relative tidak ada. 
3. Sarana 
Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para 
korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk 
melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu 
juga mereka membawa senjata api. Di samping itu para pelaku di 
dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern 
dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi.Mereka 
menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan 
sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh 
polisi untuk melakukan penyelidikan. 
4. Pelaku 
Ada beberapa kriteria yang pelaku, antara lain : 
a. Berkelompok. Biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak 
memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut 
bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok 
yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri. 
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b. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal 
yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah 
lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas. 
c. Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama 
dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan 
yang dengan demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai 
kesulitan dimana mereka tinggal. 
d. Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang 
dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, 
kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke 
atas. 
5. Manajemen  
Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara 
kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, 
sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan 
sedemikian rupa diantaranya : 
a. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan 
yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi 
dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang 
relative lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya. 
b. Menyusun Perencanaan, kegiatan ini meliputi ; 
1) Penentuan waktu, yaitu hari dan jam 
2) Penentuan sarana dan prasarana 
3) Pembagian tugas dan cara pelaksanaan 
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4) Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai 
kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana 
c. Kegiatan pasca aksi kegiatan meliputi 
1) Pembagian hasil 
2) Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang 
tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu 
rekannya yang tertangkap mulai dari upaya untuk 
mempengaruhi aparat penegak hukum untuk meringankan 
hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka 
menjalani hukuman. 
Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai 
berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan 
tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, 
dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 
melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang dicurinya tetap tinggal ditempatnya.    
2. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun 
dijatuhkan : 
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada 
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rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api 
atau trem yang sedang berjalan. 
b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih. 
c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan 
kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat 
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika 
perbuatan itu berakibat ada orang mati. 
4. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh dijatuhkan jika 
perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih 
dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam 
No. 1 dan No. 3. 
Berdasarkan  Pasal 365 KUHP di atas, maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang 
berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan 
melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, 
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menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian 
kekerasan adalah mangikat orang yang punya rumah, menutup 
orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan 
itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang. 
b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selam-lamanya dua 
belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah 
rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, 
atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang 
disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat 
dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan 
memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan 
adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu : Luka 
berat berarti : 
- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. 
- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pekerjaan pencaharian. 
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra 
- Mendapat cacat besar 
- Lumpuh (kelumpuhan) 
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat 
minggu 
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 
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c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya 
orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas 
tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut 
tidak dikehendaki oleh pencuri. 
d. Hukuman mati bisa saja dijatuhkan jika pencurian itu 
mengakibatkan matinya, orang luka berat dan perbuatan itu 
dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai 
dengan pasal 88 KUHP yaitu : “ mufakat jahat berwujud apabila dua 
orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan 
itu”. 
Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai 
dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah 
sebagai berikut : 
Ayat (1) memuat unsur-unsur : 
Pencurian dengan : 
- Didahului  
- Disertai 
- Diikuti  
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang 
Unsur-unsur subyektifnya : 
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau 
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri 
atau peserta lain dalam kejahatan itu. 
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Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya 
memiliki unsur : 
1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan 
barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain. 
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengembalian 
barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si 
pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah. 
 
5. Tindak Pidana Kekerasan  
Kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan 
yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu 
ringan.Sedangkan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang 
menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik). 
Kemudian menurut pendapat dari R Soesilo (1991 : 123) dalam 
mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah 
tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP hanya 
mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 
KUHP adalah “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah 
membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Simons, 
kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan 
pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, 
selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti 
yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 KUHP, yakni:  
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a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan 
dilakukan. 
b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaadbetrapt atau 
diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya 
sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri. 
c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi. 
 
Macam – Macam Kekerasan  
Menurut Lamintang (2009 : 59) kekerasan ada 4 macam yaitu : 
1. Kekerasan Legal 
Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum.Misalnya : tentara 
yang melakukan tugas dalam peperangan. 
2. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi. Suatu faktor 
penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau 
sanksi social terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang 
suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial. 
3. Kekerasan Rasional 
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada 
sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 
kontek kejahatan. Misalnya : Lalu Lintas. 
4. Kekerasan yang Tidak Berperasaan (Irrational Violence)  
Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu 
tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban 
dikenal oleh pelakunya. 
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D. Pengertian dan Tugas Polisi 
Kata polisi berasal dari kata politie dalam bahasa Belanda. Asal asli 
kata politie adalah politeia dalam bahasa yunani yang memiliki arti warga 
kota. Pada masa yunani kuno, berkembang system pemerintahan kota 
(polis). Pada akhirnya politeia digunakan untuk menyebut segala yang 
berhubungan dengan urusan pengaturan kota. Dalam kamus besar 
bahasa Indonesia, Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala 
hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
Untuk mengatur keamanan,  pemerintah mengeluarkan beberapa 
peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhinya akan dihukum dan diberi 
nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah 
mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban 
umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk 
menjalankan peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka 
yang diberi tugas tersebut disebut polisi 
POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 
sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi 
secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi 
negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju 
perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang 
demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud 
bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta 
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bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkan ketata negaraan dan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk 
dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang 
No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah. 
Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan 
Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab POLRI sebagai pengemban fungsi keamanan dalam 
negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa 
aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas 
dan bencana alam 
 POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan 
tanggungjawab menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di 
Indonesia.Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Undang Undang ini 
merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan 
dari lembaga TNI.Setelah dipisah dari TNI, POLRI berubah menjadi 
lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengann asal usul kata polisi itu sendiri, 
yaitu politea 
Dalam Undang-undang RI No 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian 
Negara republik Indonesia adalah : 
 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
 menegakkan hukum dan 
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 memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 Dalam lembaga POLRI, terdapat berbagai kesatuan yang masing 
masing memiliki spesifikasi tugas yang berbeda satu sama lain, antara 
lain: 
 Kesatuan lalu lintas (Satlantas) yang memiliki tugas mengatur 
ketertiban lalu lintas dan berkendara dijalan raya. Kita lebih sering 
menyebut sebagai polisi lalu lintas. Tugas kesatuan polisi lalu lintas 
tidak hanya dijalan raya saja, namun juga dalam pengurusan dan 
pembuatan dokumen kendaraan dan pengemudi. Jika terjadi 
kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas memiliki tugas untuk 
menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut. 
 Polisi ekonomi mempunyai tugas untuk melakukan tindakan 
terhadap pelanggaran aturan perekonomian. Polisi ekonomi 
termasuk dalam satuan reserse kriminal. Pada tingkat markas 
besar polri, unit yang menangani tindak pidana ekonomi dan 
keuangan/perbankan adalah Direktorat Tipideksus, dan termasuk 
dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
 Polisi asusila untuk penaganan tindak pidana asusila. Tindak 
pidana susila tidak sama dengan tindak pidana umum. Sebagian 
tindak pidana asusila tidak serta merta bersedia melaporkan kasus 
yang dialaminya, oleh karena itu polisi susila memiliki tugas yang 
rumit 
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Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pelaksanaan 
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini 
berlaku adalah undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 81, 
tambahan Lembara Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan 
pokok Kepolisian Negara (Lembara Negara Tahun 1961 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). 
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
  Pasal 1 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3. Penjahat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Kemanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi 
dinamis masyarakat sebagai salah satu pra syarat 
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalm rangka 
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya 
keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 
ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta 
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 
pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang 
dapat meresahkan masyarakat. 
6. Kemananan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai 
dengan terjaminannya keamanan dan ketertiban masyarakat, 
tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 
kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamnana 
dalam negeri. 
8. Penyelidik adalah penjahat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan. 
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukans uatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
10. Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 
penyelidikan 
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
12. Penyidik Pembantu adalah Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi 
wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang 
diatur dalam undang-undang. 
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik 
Indonesiadan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi 
kepolisian 
Pasal 2 
Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
Pasal 3 
1. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik 
Indonesiayang dibantu oleh : 
a. Kepolisian khusus 
b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 
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2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing. 
 
Pasal 4 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 
Pasal 5 
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 
Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 
negeri. 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 
Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam 
melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 
 
E. Pengertian Geng Motor 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti 
sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh 
persamaan latar social, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan, 
motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang 
menjadi tenaga penggerak.Pelakunya dikenal dengan sebutan 
gangster.Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 
kelompok criminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan 
urakan dan anti-aturan. Geng Motor sendiri dilandasi oleh aktivitas 
kesenangan diatas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap 
kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. 
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Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa : 
“ Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota 
besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam 
bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja 
melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas 
yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror 
lingkungan dan lain-lain. Pada umunya anak-anak remaja ini 
sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun 
tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk 
mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar 
ditengah lingkungan.” 
 
Berdasarkan uraian diatas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya 
yaitu : 
a. Jumlah anggotanya sekitar 3-40 anak remaja, jarang 
beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja;  
b. Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki 
ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak 
perempuan yang ada di dalamnya.  
Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan 
kelompok pengguna motor (Motor Club) yang harus dipahami oleh 
masyarakat luas. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok 
yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat 
organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh 
dari hal-hal yang berbau negatif. Hai ini bertolak belakang dengan 
berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti 
mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. 
Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih 
sederhana dibandingkan klub motor, karena geng motor merupakan 
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kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor tanpa 
membedakan jenis motor yang dikendarai.  
Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok 
yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk 
merangsang jiwa mereka.Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati, lama kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada diluar control orang dewasa.Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. 
Di dalam kelompok geng kemudian muncul Bahasa sendiri dengan 
penggunaan kata lain dari istilah khusus yang hanya dapat dimengerti 
oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya 
muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap 
individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah 
ditentukan. 
Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk 
mrmperebutkan peranan social tertentu. Muncul lah kemudian secara 
spontan seorang atau beberapa tokoh pimpinan, yang kemunculannya 
lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya 
atau dengan melakukan hal-hal berbahaya.Posisi kepemimpinan ini 
sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa 
kemahiran dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota 
kelompok lainnya. 
Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah 
operasi sendiri.Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan 
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pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan 
kedudukan social dalam geng tersebut.Banyaknya pertengkaran dan 
perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, 
yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota 
menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai 
loyalitas dan kepatuhan mutlak. 
Menurut Collins (Topo Santoso 2007 : 25) hal yang sangat 
berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan 
social. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan 
keberadaan sosialnya dan mendapatkan perlindungan secara terus 
menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya 
anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan 
criminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi 
anggota geng.  
 
F. Tindak Pidana Yang dilakukan Geng Motor 
Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin 
meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan criminal yang diduga 
dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai 
wilayah kota. Diperlukan ketegasan apparat keamanan untuk 
menghentikan aksi geng motor tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, Kartini Kartono mengemukakan tentang 
wujud perilaku delinkuen yang erat kaitannya dengan dampak dari 
maraknya geng motor di Kota Bandung. Wujud perilaku delinkuen ini 
yaitu: 
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1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu 
lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain; 
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan 
ketentraman milieu sekitar. Tingkah ini bersumber pada 
kelebihan energy dan primitive yang tidak terkendali serta 
kesukaan meneror lingkungan; 
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara 
suku (tawuran), sehinnga membawa korban jiwa; 
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau 
bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambal melakukan 
eksperimen kedurjanaan dan tindakan asusila; 
5. Kriminalitas anak, dan adolesens antara lain berupa 
perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, 
mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, 
menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan 
menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak 
kekerasan, dan pelanggaran lainnya; 
6. Berpesta pora, sambal mabuk-mabukan, melakukan 
hubungan seks bebas, atau (mabu-mabukan hemat dan 
menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu 
lingkungan; 
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan 
motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris 
dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi 
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hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan 
ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain; 
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) 
yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan; 
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa 
tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar; 
10. Homoseksual, erotisme, erotisme anal dan oral, dan 
gangguan seksual lain pada anak remaja disertai dengan 
saditis; 
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, 
sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas; 
12. Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis 
delinkuen, dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak 
kawin; 
13. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, 
penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak 
remaja; 
14. Perbuatan asocial dan anti asocial lain disebabkan oleh 
gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik. Neurotic, 
dan menderita gangguan kejiwaan lainnya; 
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitis 
lethargical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, 
juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya 
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membuatkan kerusakan mental, sehingga orang yang 
bersangkutan tidak mampu melakukan control diri; 
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada 
karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan karena 
organ-organ yang inferior. 
 
Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok 
sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat 
disebut suatu paguyuban tetapi hubungannaya negative dengan tidak 
teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis adalah adanya 
keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (collective belief). 
Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar 
hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada 
tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu 
adalah bagian dari kehidupan jalanan.Apalagi jika yang melakukannya 
anggota baru yang masih berusia belasan tahun.Mereka mewajarkannya 
sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah 
hukum.Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan 
yang bijaksana. 
 
G. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan oleh Pihak Kepolisian 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kebijakan” dari asal 
kata “bijak” sebagai “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 
dan dasa rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 
dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”. 
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Kebijakan juga berarti, “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud 
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 
sasaran”.Sebagai suatu ragkaian konsep dan asas yang menjadi garis 
besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan 
merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan 
tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem Kebijakan Sosial (Social 
Policy). 
Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai 
rangkaian konsep dan asa dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak 
pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.Kebijakan sosial dalam 
fungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” 
(social welfare) dan “perlindungan masyarakat” (social defence).Kebijakan 
penanggulangan tindak pidana dapat juga disebut “Kebijakan 
Penanggulangan Kejahatan (criminal policy)”.Dalam kerangka sistem 
policy, sub sistem criminal policy secara operasional berupaya 
mewujudkan tujuan utama; social welfare dan social defence.Sebagai 
sarana penanggulangan kejahatan, criminal policy dapat ditempuh melalui 
sarana penal (penal policy) dan saana non penal (non penal policy). 
Dalam pelaksanaan tugas Polri di lingkungan masyarakat terutama 
sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, 
maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2005 : 5) tersebut 
dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak 
pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral 
(integrated approach) dengan memadukan antara social policy dengan 
criminak policy dan memadukan antara penal policy dan non penal policy. 
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Dalam menguraikan berbagai segi negative dari perkembangan 
masyarakat, Sudarto (1986 : 38) menegaskan bahwa upaya “minta 
bantuan” kepada hukum pidaa sebagai sarana penanggulangan tindak 
pidana hendaknya atau harus mempertimbangkan paling akhir. Hukum 
pidana menpunyai fungsi subsidier artinya baru digunakan apabila upaya-
upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau 
kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan dilibatkan, maka 
hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama 
pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai planning for social 
defence). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian 
integral dari planning for national development (rencana pembangunan 
nasional). 
Soedarto (2011 : 38) menegaskan bahwa dilibatkannya hukum 
pidana dalam social defence planning, harus diingat atau harus diakui 
bahwa penggunaan hukum pidana ini merupakan penanggulangan suatu 
gejala dan bukan suatu penyelesian dengan menghilangkan sebab-
sebabnya. Dilibatkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan 
tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah 
kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi 
subsidier.Kemampuannya yang hanya pada penanggulangan atas gejala, 
bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya 
kemampuan hukum pidana tersebut.Terlebih lagi jika dihubungkan 
dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara.Jika hukum pidana 
dilibatkan, tentu biayanya sangat besar.Upya melakuka kriminalisasi 
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mencakup syarat; tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak 
dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan 
aparat penegak hukum. 
Terkait dengan kinerja Polri, maka syarat “kemampuan aparat 
penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan 
tugasnya.Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau 
jumlah personil polri, ang lebih utama justru pada kualitas personil Polri 
tersebut.Kualitas personil Polri mencakup; tingkat intelektualitasnya, 
moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasanya, keteladanannya, 
ketaqawaannya.Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri. 
Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (criminalpolicy), 
G. Peter Hoefgonels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana 
direferesikan oleh Barda Nawawi Arief (2005 : 5), bahwa kebijakan ciminal 
(criminal policy) mencakup; pertama, mempengaruhi padangan 
masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, 
penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan 
tanpa pidana yang meliputi politik sosial, rencana kesehatan mental 
masyarakat, dan lainnya. Gambaran mengenai “pencegahan tanpa 
pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi criminal 
policy yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sedangkan 
penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Soedarto (2011 : 11) 
memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatna juga 
dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 
Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini 
oleh Barda Nawawi Arief (2005 : 42) dikatakan, bahwa jalur ini lebih 
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bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 
adalah menangani faktor – faktor kondusif untuk penyebab terjadinya 
kejahatan. 
Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan 
dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara 
seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras 
(Pencurian dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu 
pedekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Represif berupa 
tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para 
pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, 
penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke Jaksa Penuntut 
Umum. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat 
prefentif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun 
masyarakat itu sendiri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di POLRESTABES Kota Makassar, 
Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi 
penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti. Perlu suatu 
penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
 
B. Jenis dan sumber data 
 Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai 
berikut : 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan 
dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak 
Kepolisian di Polrestabes Kota Makassar. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
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a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan 
cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung 
dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan 
yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur 
dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan 
skripsi ini. 
 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang 
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 
yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng 
Motor Di Kota Makassar 
 Fenomena kekerasan yang dilakukan geng motor di kota Makassar 
sangatlah meresahkan warga kota Makassar. Fenomena kekerasan yang 
dilakukan oleh  geng motor ini menjamur diberbagai wilayah di Kota 
Makassar  yang jumlahnya dari waktu kewaktu semakin meningkat. 
Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga menjadi 
terusik dan kehadiran geng Motor ini juga telah mencuri perhatian 
masyarakat. Tindakan geng motor yang kian berani yang bukan hanya 
melakukan perkelahian sesama geng motor tetapi juga melakukan 
perkelahian dengan warga serta melakukan tindak pidana lainnya seperti 
perampokan, pencurian, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian. 
            Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan, kekerasan geng motor yang 
pelakunya kebanyakan adalah remaja merupakan sebuah penyakit sosial 
yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan kota Makassar.  Bamin Sat 
Reskrim Aiptu Awaluddin mengatakan, pasca diciduknya beberapa pelaku 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Dari hasil identifikasi 
sementara, sedikitnya terdapat lima geng motor yang diduga kerap 
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melakukan tindakan kriminal, selain kelompok Mappakoe yang dikenal 
kerap melakukan kekerasan . 
 "Jadi ada beberapa kasus yang tidak memiliki nama kelompok 
geng tapi karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan 
lebih dari satu motor maka mereka dikenal sebagai anggota geng 
motor. Nah kalau kita berbicara faktor apa yang menyebakan 
mereka melakukan kekerasan sebenarnya dipengaruhi berbagai 
faktor, misalnya pengaruh sosial seperti ajakan teman-temannya 
untuk meminum minuman keras, pengaruh dendam pribadi, karena 
kebutuhan ekonomi, faktor psikologi karena rata-rata pelakunya 
remaja jadi mereka labil jadi gampang terpengaruh sama ajakannya 
teman-temannya, terus karena rata-rata mereka mau ditakuti sama 
geng motor yang lain, padahal kalau karena alasan ekonomi ji, na 
orang mampu semua ji keluarganya biayai hidupnya, buktinya 
difasilitisasi ji motor sama keluarganya, pergaulannya mereka yang 
tidak mereka filter , sembarang dia temani bergaul, rata-rata anak 
sekolahan pelakunya tapi bergaulnya sama pengangguran yang 
cenderung anarkis akhirnya ikut-ikutanmi juga akhirnya 
terpengaruhmi melakukan tindak kriminal. Ada juga yang tujuannya 
mau menyerang waria di panaikang karena meresahkan warga 
sekitar nah mereka memang melakukan aksinya diatas jam 10 
malam, nah kalau mereka beraksi mereka bagi kelompok, kayak 
kasus yang di jalan landak yang minimarket (indomaret) , ada yang 
jaga-jaga di depan, ada yang khusus bawa senjata tajam kayak 
parang, anak panah (busur), ada yang khusus masuk menyerang 
masuk didalam minimarket,," jelasnya.(Wawancara 20/6/2015 di 
Polrestabes Makassar) 
 
 Jadi menurut Aiptu Awaluddin bahwa secara garis besar faktor 
yang memicu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor 
tersebut adalah faktor-faktor sosial (pengaruh lingkungan seperti ajakan 
teman yang sebelum melakukan aksinya mereka minum minuman 
beralkohol bahkan mengkonsumsi narkoba), faktor psikologi (dendam 
lama) kondisi kejiwaan remaja yang labil yang berani menggunakan 
senjata tajam yang dampak terburuknya adalah hilangnya nyawa yang 
seseorang atau lebih. 
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 Beradasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap 
relevan dalam memberikan data dan atau informasi maka penulis 
merumuskan data dalam bentuk tabel tentang kekerasan yang dilakukan 
oleh geng motor di kota Makassar sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Kasus Kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di 
Kota Makassar 
 
DATA KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI 
KOTA MAKASSAR 
TAHUN 
JUMLAH 
KASUS 
JENIS KASUS 
 
2013 
 
 
11 
Dua kasus pembakaran, tiga kasus kepemilikan 
senjata tajam, satu penganiayaan biasa, satu kasus 
pencurian dengan kekerasan, dua penganiayaan 
dengan senjata tajam, satu kasus penganiayaan 
yang mengakibatkan kematian 
 
2014 
 
 
13 
Enam kasus pencurian dengan kekerasan, 
pencurian dengan senjata tajam, empat kasus 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dua 
kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
 
TOTAL 
 
24 
 
- 
Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 20 Juni Tahun 2015 
 Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tanggal 20 Juni 
2015 di atas, presentasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor 
di kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 
pada tahun 2013 jumlah kasus yang dilakukan oleh geng motor 11kasus, 
sementara pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 naik menjadi 13 kasus. 
 Fenomena meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok geng motor ini menurut AIPTU Awaluddin disebabkan pula oleh 
minimnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku dan orang tua pelaku, 
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sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk 
melakukan kekerasan, faktor budaya juga merupakan salah satu 
penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor 
di kota Makassar yang dimana sebagaian warga kota Makassar 
bertempramen tinggi atau mudah tersinggung. 
 Masih menurut AIPTU Awaluddin bahwa penyebab terjadinya 
kasus ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup 
memungkinkan untuk melakukan kekerasan, misalnya karena tidak ada 
pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan 
patroli pada waktu dan tempat dimana kekerasan akan terjadi. Penyebab 
terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oleh kelompok geng motor di kota 
Makassar adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor 
yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah 
faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari 
luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar 
yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor untuk melakukan 
kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial,  dan 
sebagainya.  
1. Faktor Intern 
 a) Tingkat Pendidikan 
Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong 
seseorang untuk melakukan kekerasan atau tindak pidana.Hal itu 
disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang masih minim terhadap 
hal-hal seperti aturan yang baik dan benar dalam hidup bermasyarakat, 
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tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan 
tindak pidana. 
 b) Perilaku Individu 
Setiap orang yang tingkah lakunya baik maka akan baik pula 
penilaian orang lain terhadap dirinya, namun jika perilaku seseorang itu 
buruk maka penilaian orang lain terhadap dirinya akan buruk pula 
sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam hidup 
bermasyarakat. Perilaku seseorang yang mampu mengontrol tingkah 
lakunya dan mengembangkannya ke sesuatu yang positif dan lebih 
bermanfaat maka akan maka akan menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya. 
2. Faktor Ekstern 
a) Kondisi Ekonomi 
Dalam hasil wawancara dengan salah satu pelaku geng motor yang 
tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa faktor yang 
menyebabkan dia melakukan kekerasan adalah agar mampu memperoleh 
apa yang dia butuhkan, karena untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak 
cukup atau tidak mampu secara finansial maka dia nekat mencuri di salah 
satu minimarket dijalan landak dengan melakukan kekerasan yang 
dilakukan secara berkelompok. Kondisi inilah yang menurut Plato bahwa 
disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara 
diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari 
beramacam-macam corak. Setiap tahun harga kebutuhan pokok hampir 
terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu terkadang tidak 
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tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga nekat untuk 
melakukan kekerasan guna untuk memperoleh apa yang mereka 
butuhkan. Demi memenuhi kebutuhan mereka kondisi inilah yang 
membuat seseorang atau lebih melakukan tindak pidana dengan beramai-
ramai menggunakan motor atau dikenal dengan istilah geng motor. 
b) Lingkungan sosial 
Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah faktor 
yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan 
secara beramai-ramai dengan menggunakan motor. Seseorang yang 
hidup dalam lingkungan pergaulan yang mendukung melakukan 
kekerasan dengan geng motor  cenderung menjadi pelaku geng motor. 
 Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang 
dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya 
preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan 
kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol 
kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upayua represif pihak kepolisian 
melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan 
pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. 
 Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat 
terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan 
sedang terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 
oleh geng motor di Kota Makassar. Pihak kepolisian melakukan 
serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
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undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan. 
 
B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Yang 
Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Makassar 
 Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat.Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi 
oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara 
sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada 
mereka yang melakukan kejahatan. Inidilakukan dengan membuat sebuah 
regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan 
kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya 
hak kemeredekaan mereka atau dipenjara.Ini merupakan suatu bentuk 
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agarmenciptakan 
kehidupan yang aman dan tentram. 
 Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang 
mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh geng motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang 
lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. 
Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan 
tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan 
oleh geng motor.Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung 
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seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak 
kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. 
 Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggungjawab 
pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian 
kendaraan bermotor terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap 
kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya 
sendiri. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng 
motor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian 
secara represif, preemtif dan preventif. 
 Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang 
sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melkaukan 
penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat 
kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim 
dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil 
patrol untuk patrol ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu: 
1. Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang 
dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam 
upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara 
mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia 
selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan 
upayua represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara 
bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam 
menjatuhkan sanksi pidana. 
2. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian 
dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang 
dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor kurangnya 
fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga 
ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku 
kejahatan. Selain itu Minimnya anggaran biaya operasional 
merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa 
kesulitan dalam melkaukan penyidikan karena biaya operasional 
sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga 
mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat 
kerja pihak kepolisian 
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B. Saran 
 
Adapun saran dari penulis yaitu: 
1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk 
membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait 
pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khsusnya 
penanggulangan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan 
yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. 
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun 
prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. 
Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif 
mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar 
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